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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan atau letak yang sangat 

strategis, karena Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia 

serta juga diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera 

Hindia. Oleh karena itu, Indonesia merupakan jembatan pelayaran dan 

perdagangan antarbenua dan antarbangsa.
1
 Posisi geografi Indonesia yang 

strategis dan menjadi persimpangan perdagangan dunia juga menjadi penyebab 

peredaran illegal narkotika di Indonesia. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh 

para mafia narkotika untuk melancarkan pengirimannya agar masuk ke wilayah 

Indonesia. Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi 

sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika. Narkotika khususnya jenis 

ekstasi yang semula hanya popular di Eropa terutama di Belanda, sekarang sudah 

meluas ke berbagai negara.
2
 

Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau kandungan yang dipergunakan 

dalam dunia kesehatan untuk kepentingan pengobatan. Ketersediaan atau 

keberadaan narkotika juga diatur oleh pejabat pemerintah yaitu Menteri 

Kesehatan. Penggunaan atau pemberian dosis kepada pasien tentu saja 

diperhitungkan berdasarkan tingkat keperluan yang dibutuhkan masing-masing 

pasien. Namun meskipun demikian, penyalahgunaan narkotika sangat marak 
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terjadi. Narkotika tidak digunakan sebagai bahan pengobatan dan tanpa dosis 

dokter. Penyalahgunaan narkotika ini yang kemudian dikhawatirkan dapat 

merusak generasi dan masa depan bangsa serta dikhawatirkan terjadinya tindak 

pidana lain dari penyalahguna narkotika, karena seorang pecandu narkotika akan 

kehilangan sebagian kesadaran dalam dirinya. 

Kota Pariaman merupakan salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat. 

Kota Pariaman memiliki deretan pantai yang indah dan beberapa pulau kecil yang 

tak kalah indah. Banyak wisatawan baik dari dalam kota, provinsi, bahkan dari 

luar provinsi Sumatera Barat datang ke Kota Pariaman untuk berwisata 

menikmati indahnya pesona pantai. Pemerintah Kota Pariaman terus melakukan 

pembangunan dalam memajukan ekowisata Kota Pariaman. Selain itu Kota 

Pariaman merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang masih sangat kuat 

nilai adat dan keagamaannya karena mayoritas berasal dari suku MinangKabau. 

Namun peredaran gelap narkotika terus berkembang dan merebak di Kota 

Pariaman dan wilayah sekitar Kota Pariaman disamping perkembangan 

pembangunan wisata dan kuatnya nilai adat dan keagamaan di Kota Pariaman ini. 

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang telah bersifat 

transnasional yang dilakukan dengan mengguanakan modus operandi yang tinggi, 

teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak 

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat 

membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.
3
 Indonesia yang 
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semula hanya menjadi negara transit atau pemasaran, namun sekarang sudah 

meningkat menjadi negara eksportir atau negara yang memproduksi pil berbahaya 

tersebut. Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintetis untuk membuat pil haram 

tersebut sangat mudah maupun home industry diduga sudah merebak di kota-kota 

besar.
4
 Jika hal ini terus dibiarkan maka perkembangan narkoba akan semakin 

luas dan merebak sehingga menimbulkan dampak yang merugikan orang banyak 

atau kehidupan masyarakat serta merusak generasi bangsa. Ketika seorang sudah 

kecanduan narkoba, maka ia akan melakukan segala cara untuk terus 

mengonsumsinya. Hal ini tentu ujungnya akan berdampak dan menimbulkan 

kejahatan baru ketika seorang pecandu tersebut akan melakukan segala cara untuk 

dapat terus mengonsumsi narkoba. Kejahatan lain yang sekiranya mungkin terjadi 

ialah pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, atau bahkan pemerkosaan 

karena hilangnya sebagian akal sehat pecandu narkoba sehingga membahayakan 

lingkungan sekitarnya. Untuk itu pentingnya mencegah peredaran narkotika di 

lingkungan masyarakat. 

Apabila hal ini tidak diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan 

masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, 

secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”. Setiap pelaku tindak kejahatan yang melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang 

berlaku akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, termasuk juga 

                                                             
4
 Irwan Jasa Tarigan, Op.Cit. hlm.2 



 

 

pelaku pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

Indonesia mengatur tentang pengaturan tindak pidana narkotika dalam 

Undang-Undang sendiri (khusus) di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Semua ketentuan pidana yang diatur di luar 

KUHP disebut Undang-Undang khusus atau perbuatannya disebut tindak pidana 

khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada 

beberapa perbuatan yang dilarang atau bisa disebut unsur-unsur dalam tindak 

pidana ini beserta ancaman pidananya, yaitu: 

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 

Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman atau bukan, Penjara minimal 4 

tahun, maksimal 12 tahun. Denda minimal 800 juta, maksimal 8 Miliar 

Rupiah. Jika berat lebih dari 1kg atau lebih dari 5 batang pohon, dihukum 

penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun.   

2. Memproduksi, mengimpor, menyalurkan, narkotika Gol I, dihukum 

penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Denda maksimal 10 Miliar 

Rupiah. 

3. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 

beli, menyerahkan Narkotika Gol I, dihukum penjara seumur hidup, atau 

minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun, denda minimal 1 Miliar, maksimal 

10 Miliar Rupiah. 



 

 

4. Membawa, mengirim, mengangkut, penjara minimal 4 tahun, maksimal 

12 tahun. Denda minimal 800 juta, maksimal 8 Miliar Rupiah. 

5. Memberikan narkotika terhadap orang lain, penjara minimal 5 tahun, 

maksimal 15 tahun. Denda minimal 1 Miliar, maksimal 10 Miliar Rupiah. 

6. Penyalahguna narkotika:  

a. golongan I, paling lama 4 tahun 

b. golongan II, paling lama 2 tahun 

c. golongan III, paling lama 1 tahun 

Pengungkapan suatu tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika, 

dilakukan suatu penyidikan. Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 merupakan serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kasus tindak 

pidana narkotika di Kota Pariaman, pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan 

sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pelaksanaan Penyidikan 

Tindak Pidana Satres Narkoba Polres Pariaman: 

1. Informasi atau laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan 

penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika. 

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus. 

Pengungkapan tindak pidana narkotika di Polres Pariaman diawali dengan 

adanya informasi atau laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait 



 

 

adanya dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi. Masyarakat yang 

memberikan informasi ini akan dilindungi dan dirahasiakan identitasnya 

oleh kepolisian. 

2. Penyelidikan 

Setelah adanya informasi dari masyarakat atau informasi yang didapat 

sendiri oleh anggota polisi, selanjutnya dilakukan penyelidikan. 

Penyelidikan dilakukan untuk memastikan bahwa memang adanya dugaan 

tindak pidana narkotika. Selanjutnya orang yang diduga melakukan tindak 

pidana narkotika tersebut akan dibuntuti atau dipantau. Kemudian 

ditentukan hari atau waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan atau 

penggrebekan karena pengungkapan tindak pidana narkotika dengan 

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Setelah menerima laporan atau 

pengaduan, penyidik segera mencari keterangan dan barang bukti yang 

terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan. 

3. Laporan Polisi 

Setelah penangkapan yang dilakukan maka didapatlah tersangka dan 

juga barang bukti yang diduga narkotika ini. Selanjutnya polisi yang 

melakukan penangkapan berdasarkan tertangkap tangan tadi akan 

membuat laporan polisi untuk dugaan tindak pidana yang terjadi. Pada 

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan 

Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 menyebutkan bahwa laporan polisi 

terdiri dari laporan polisi model A dan laporan polisi model B. Laporan 



 

 

polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang 

mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. 

Sementara laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh 

anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima dari anggota 

masyarakat. Pada tindak pidana narkotika hanya ada laporan polisi model 

A karena pada tindak pidana narkotika tidak ada yang dikatakan korban 

atau pihak yang dirugikan secara langsung yang akan membuat laporan 

atau pengaduan ke kantor polisi.
5
 Oleh karena itu laporan polisi dibuat 

oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan. Kemudian barang bukti 

akan dilakukan uji laboratorium untuk dilakukan pengujian apakah barang 

bukti tersebut benar narkotika atau bukan. Selanjutnya akan dikeluarkan 

surat keterangan dari laboratorium yang bersangkutan sebagai keterangan 

ahli, jika benar merupakan narkotika maka akan dilakukan penyidikan 

seperti pemanggilan saksi dan lainnya oleh penyidik.  

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika membagi narkotika atas tiga (3) golongan atau jenis, yaitu : 

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” 

adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
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2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” 

adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan 

terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. 

3. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” 

adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan salah seorang penyidik 

pembantu Satres Narkoba Polres Pariaman, didapatkan informasi bahwa sejak 

Januari awal tahun 2022 sampai saat ini bulan November telah ada 34 kasus 

tindak pidana narkotika, dimana 23 diantaranya telah P21 (lengkap). Pada kasus 

tersebut terdapat berbagai macam peranan dari pelaku tindak pidana narkotika 

diantaranya ada sebagai penyalahguna narkotika, pengedar narkotika, dan juga 

pengguna sekaligus pengedar narkotika.  

Pelaksanaan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, 

penyidik diberi wewenang untuk melakukan tindakan upaya paksa sebagaimana 

yang telah diatur dalam KUHAP. Upaya paksa meliputi pemanggilan, 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyidik harus 

memperhatikan asas-asas yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan 

tersebut dalam tindakan upaya paksa, salah satunya adalah asas praduga tidak 



 

 

bersalah. Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c 

KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak 

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap.
6
 Tersangka sebagai subjek dan bukan objek 

pemeriksaan. Pemeriksaan tidak boleh mempergunakan kekerasan atau 

penyiksaan. Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang 

belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak 

bersalah).
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Tindak Pidana narkotika sangat memiliki dampak yang serius dan berbahaya 

khususnya bagi masa depan bangsa Indonesia. Terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika harus dilakukan penyidikan dan dituntut pidana sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan suatu metode penyidikan 

dalam mengungkap sebuah tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika, 

seringkali terjadi suatu hambatan atau kendala. Salah satunya yaitu ditemukannya 

tindakan menyimpang dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, antara lain 

dapat berupa kekerasan yang dilakukan oleh penyidik guna memperoleh 

pengakuan atau jawaban yang dibutuhkan dari tersangka. Akibat dari kekerasan 

tersebut tidak jarang menimbulkan dampak kepada tersangka, baik berupa 

dampak psikis, hingga mengakibatkan luka ringan. Usaha memperoleh pengakuan 
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dengan cara kekerasan sering dianggap sudah merupakan suatu kebiasaan atau 

sudah membudaya demi efisiensi dan efektivitas dalam mengungkap suatu 

perkara pidana. Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan 

keterangan dari tersangka menyebabkan terlanggarnya hak-hak tersangka 

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 52 KUHAP, supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang 

tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus 

dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau 

tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Selain itu pada Pasal 117 KUHAP ayat 

(1), keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan 

dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Berdasarkan suatu peristiwa yang 

pernah saya dengar dari seorang tetangga saya bahwa pada saat penangkapan 

seorang tersangka tindak pidana narkotika, seorang penyidik pembantu 

melakukan tindak kekerasan kepada tersangka karena diduga tersangka tidak 

ingin memberi keterangan dan tidak mau memberitahu dimana tersangka tersebut 

menyimpan barang bukti narkotikanya.  

Pada penulisan skripsi ini, penulis menitik beratkan bagaimana cara 

penyidikan dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 

penyidik kepolisian Polres Pariaman dan kendala-kendala yang dihadapi penyidik 

kepolisian Polres Pariaman dalam proses penyidikan serta upaya yang dilakukan 

penyidik dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Karena itu penulis tertarik 

membahas masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan judul 



 

 

“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH 

PENYIDIK POLRES PARIAMAN”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka terdapat beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika oleh 

penyidik Polres Pariaman? 

2. Apa kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana 

narkotika di Polres Pariaman? 

3. Apa upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam 

proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Pariaman? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian 

yang hendak penulis capai ialah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pelaksanaan 

penyidikan dalam mengungkap tindak pidana narkotika di Polres 

Pariaman. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala bagi penyidik dalam penyidikan 

tindak pidana narkotika di Polres Pariaman. 

3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam 

mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana narkotika. 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis, antara lain sebgaai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran 

di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, 

khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai penyidikan tindak 

pidana narkotika.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu dan 

wawasan terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika yang 

dilakukan di Polres Pariaman. 

b. Bagi institusi penegak hukum, hasil dari penulisan skripsi ini dapat 

dijadikan sebagai saran atau masukan dalam melakukan penyidikan 

tindak pidana narkotika, karena dalam melakukan penyidikan itu 

haruslah sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Bagi masyarakat, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan 

edukasi dan informasi terkait bagaimana proses penyidikan dalam 

mengungkap tindak pidana narkotika menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 



 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam melakukan penelitian 

ini, ada perlunya melakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis 

melakukan metode penulisan sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan 

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis 

sosiologis) yakni merupakan suatu metode pendekatan masalah yang 

dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek 

penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung 

dari narasumber. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum 

yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan 

masyarakat yang selalau berinteraksi dan berhubungan dalam aspek 

kemasyarakatan.
8
 

2. Jenis dan Sumber Data 

 

Pada umumya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan 

suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung 

dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya). 
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a. Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari objek 

penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di 

tempat penelitian diadakan yaitu di Polres Pariaman 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

kepustakaan antara lain:  

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat 

dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan 

dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan 

peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. 

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:  

a) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) 



 

 

h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2021 SOTK Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan 

Kepolisian Sektor 

i) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak 

Pidana 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang 

membantu dan melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan data 

dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat 

dipertanggungjawabkan 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberi 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa kamus hukum, 

kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

cara yang meliputi : 



 

 

a. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek 

yang diteliti. 

b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis 

wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstuktur yakni 

dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya 

kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman 

wawancara. Penulis akan mewawancarai tim penyidik Sat Narkoba 

Polres Pariaman. 

4. Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara editing, 

yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-

berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan 

meneliti kembali data tersebut. Sehingga dapat menjadi suatu kumpulan 

data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan 

kesimpulan nantinya. 

5. Analisis Data 

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan 

melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-

kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-

undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan 



 

 

dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut, sehingga 

memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif 

 


